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Abstrak

Misi utama disyariatkannya hukum Islam adalah urkeknaslahatan umat
manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususagena itu, kecenderungan
yang dominan dari hukum Islam adalah komunal. Kéeemgan hukum Islam yang
komunal ini dapat terlihat dengan jelas baik dalsh ibadah maupun muamalah.
Semua aturan hukum Islam dalam kedua bidang irujo@n mendidik individu
untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya dan kesmjaah masyarakat secara
keseluruhan. Misi ini sekaligus juga menjadi tujud@ma hukum Islam.

Dalam negara Islam hubungan antara sesama wargsanggng Muslim dan
yang non-Muslim, sepenuhnya ditegakkan atas ases-asleransi, keadilan,
kebajikan, dan kasih sayang. Setiap Muslim ditustgar memperlakukan semua
manusia dengan kebajikan dan keadilan, walaupuekaetu tidak mengakui agama
Islam. Para penganut agama selain Islam (non-Myslimegara Islam biasa disebut
denganAhludz Dzimmahkarena mereka memiliki jaminan perjanjian Allahnda
Rasul-Nya serta semua kaum Muslim untuk hidup deryaan dan tenteram di
bawah perlindungan Islam dan dalam lingkungan nrakga Islam. Dengan
demikian, kaum non-Muslim memperoleh dan terikalgphak-hak dan kewajiban-
kewajiban semua warga negara.

Negara Islam memberikan beberapa perlindungan atamn kepada kaum
minoritas non-Muslim Ahludz Dzimmah Di antara perlindungan yang mereka
peroleh adalah: 1) perlindungan terhadap pelanggatari luar negeri; 2)
perlindungan terhadap kezaliman di dalam negen;3Jgerlindungan nyawa, badan,
harta, dan kehormatan. Adapun jaminan yang diperé@um non-Muslim dari
negara Islam di antaranya adalah: 1) jaminan bardan kemiskinan; 2) jaminan atas
kebebasan beragama; 3) jaminan atas kebebasafabddeberusaha; dan 4) jaminan
jabatan dalam pemerintahan. Adanya perlindunganataman terhadap kaum non-
Muslim seperti itu sebagai imbangan dari kewajikanqjiban yang diberikan
kepada mereka. Di antara kewajiban yang harus rmgyekuhi adalah: 1) kewajiban
keuangan seperti membaypzyah (pajak tahunan atas jiwakharaj (pajak atas
kepemilikan tanah), dan pajak perdagangan; 2) rkehgiiri dengan hukum-hukum
konstitusi Islam dalam muamalah, transaksi-transdiksektor sipil dan sebagainya;
dan 3) menghormati syi'ar-syi'ar Islam serta meajagerasaan-perasaan kaum
Muslim.

Pendahuluan
Hukum Islam telah ada dan berkembang seiring dekgharadaan Islam itu

sendiri. Jadi, hukum Islam mulai ada sejak Islara. &kberadaan hukum Islam di

berbagai negara juga ditentukan kapan Islam masnlbdrkembang di negera-negara



tersebut. Begitu juga, perkembangan hukum Islargatagitentukan oleh keberadaan
umat Islam. Hingga sekarang hukum Islam sudah niamyleampir di semua negara
di belahan dunia seiring dengan keberadaan unaam Idl sana.

Pada perkembangan selanjutnya hukum Islam mengldh ssatu bidang
kajian ilmiah di antara bidang-bidang kajian daléstam. Sebagai kajian ilmiah,
hukum Islam telah dipelajari secara ilmiah tidakyeoleh umat Islam, tetapi juga
oleh orang-orang non-Muslim atau yang lebih dikedahgan sebutan kaum
orientalis. Tentu saja, tujuan yang ingin dicagdach mempelajari hukum Islam akan
berbeda bagi kalangan umat Islam dan bagi kalangarViuslim. Bagi umat Islam
merupakan keharusan untuk mempelajari hukum Islantuku mendasari semua
aktivitas mereka yang berkaitan dengan hukum, dipsag untuk meningkatkan
kualitas pemahaman mereka tentang hukum Islam klagsusnya dan studi Islam
pada umumnya.

Begitu pentingnya posisi hukum Islam ini, sehinggag berkepentingan
untuk mengkajinya tidak terbatas pada umat Islamdige tetapi juga orang-orang di
luar Islam. Bagi umat Islam, hukum Islam tidak teahkan dari agama yang
dipeluknya (Islam). Keduanya ibarat arus-arus yaeggalir dari saluran yang sama
dan keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalamgdtaannya hukum Islam ini ada
dua bentuk. Keduanya mempunyai hubungan yang aratgtrupakan satu kesatuan
yang sulit dipisahkan. Kedua bentuk itu adalahiafadan fikih. Syariah mempunyai
ruang lingkup yang lebih luas, meliputi segala &spghidupan manusia, sedangkan
ruang lingkup fikih lebih sempit menyangkut hal-lyjahg pada umumnya dipahami
sebagai aturan-aturan hukum. Arah tujuan syaritdtagikan oleh Allah dan Rasul-
Nya, sedangkan materi yang tercantum dalam fikiragllkan oleh usaha manusia

(Fyzee, 1974: 337).



Misi utama disyariatkannya hukum Islam adalah untk&maslahatan
(kesejahteraan) umat manusia pada umumnya dan lelaat pada khususnya.
Karena itu, kecenderungan yang dominan dari hukstaml adalah komunal.
Komunal berbeda dengan sosialistik. Komunal mempingertian yang lebih luas
yang mencakup segi materi dan segi-segi lain yamdjpoti seluruh hak dan
kewajiban, sedang sosialistik mempunyai pengerkhosus yang terbatas pada
materi. Kecenderungan hukum Islam yang komunaldapat terlihat dengan jelas
baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Semua akwieum Islam dalam kedua
bidang ini bertujuan mendidik individu untuk mewdian kesejahteraan dirinya dan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sefmagah dapat dilihat pada
kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji dalamnpgidsadah, serta penghalalan jual
beli dan pengharaman riba, perintah jual beli daarigan riba, serta menegakkan
hukuman hudud untuk melindungi masyarakat dalararigdnuamalah. Dari contoh-
contoh di atas jelaslah bahwa hukum Islam di dalewajibkan perintah dan
mengharamkan larangan tidak hanya bertujuan unégielamatan dan kebahagiaan
individu saja, tetapi juga untuk mewujudkan kemaatan masyarakat secara umum.
Inilah watak dan kecenderungan hukum Islam yangkhaebagaimana yang kita
jumpai dalam al-Quran, Sunnah, dan putusan-putpgemulama melalui ijtihad. Hal
ini sangat berbeda dengan hukum-hukum buatan namn#silg pada umumnya
memiliki kecenderungan individual. Karena itu, atwiaturan hukum positif banyak
yang mengakibatkan benturan antar individu ketilgpektingan masing-masing
individu itu berbeda. Hal inilah yang kemudian naehjtitik tolak hukum positif
membenahi aturan-aturannya sehingga pada akhiroga jmempunyai watak
komunal. Sebagai contoh, tidak ada hukum positigymelarang praktek riba yang

pada prinsipnya menguntungkan pemilik modal darugikan peminjam.



Dengan demikian, hukum Islam memiliki misi univérgang bisa dijadikan
pedoman bagi semua umat manusia dan aturan-ataratds yang secara spesifik
tertuju kepada umat Islam dan secara universal beséaku bagi semua umat
manusia. Dengan misi ini sebenarnya pemberlaku&arhuslam di suatu negara
yang penduduknya plural tidak akan membahayakamudangikan penganut agama

lain.

Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid (oraaggy melakukan ijtihad)
dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum daldam Isecara umum dan
menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer kasgsnya tidak diatur secara
eksplisit oleh al-Quran dan Sunnah. Lebih dari ttyuyan hukum harus diketahui
dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus meegihditerapkan berdasarkan satu
ketentuan hukum, karena adanya perubahan strudial slapat menyebabkan hukum
tidak dapat diterapkan. Di sinilah pentingnya mexjigkijuan hukum Islam (agashid
al-syari'ah) yang menjadi dasar di dalam perumusan ketentatentuan pokok
dalam hukum Islam.

Semua ketentuan hukum Islam (syariah) baik yangpaeperintah maupun
larangan, sebagaimana tertera dalam al-Quran damaB8u mempunyai tujuan
tertentu. Tidak ada satu ketentuan pun dalam $ygaag tidak mempunyai tujuan.
Hukum Islam datang ke dunia membawa missi yang aangilia, yaitu sebagai
rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi (Q.S. ¥ufl®): 57; al-Anbiya’ (21):
107). Pembuat syariah (Allah dan Rasul-Nya) metkeatapsyariah bertujuan untuk
merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kewani dan menghindarkan
kemafsadatan bagi umat manusia (Mukhtar Yahya dghuFrahman, 1993: 333).

Terkait dengan ini, Muhammad Abu Zahrah, pakakuhu Islam dari Mesir,



mengatakan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujwang hakiki, yaitu
kemaslahatan. Tidak ada perintah dalam al-QuranSiamah yang tidak memiliki
kemaslahatan yang hakiki, meskipun kemaslahatartidak tampak dengan jelas.
Kemaslahatan di sini adalah kemaslahatan hakikg ya@rsifat umum dan tidak
didasarkan pada pemenuhan hawa nafsu (Muhammadabah, 1958: 366).

Dengan diketahuinya tujuan hukum Islam, dapat i#titematu peristiwa yang
sudah ada nashnya secara tepat dan benar darussianglapat ditetapkan hukum
peristiwva yang tidak ada nashnya. Senada dengadapen di atas, al-Syathibi,
seorang pakar hukum Islam dari kalangan MazhabkiMahengembangkan doktrin
magashid al-syari’ah(tujuan hukum Islam) dengan menjelaskan bahwatupkhir
hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan athailken dan kesejahteraan umat
manusia. Pendapat al-Syathibi didasarkan padaiproedwa Tuhan melembagakan
syariah (hukum Islam) demi kemaslahatan manusik jaamgka pendek maupun
jangka panjang (Mas'ud, 1987: 225). Doktrmagashid al-syari’ahal-Syathibi
merupakan suatu usaha untuk menegakkashlahahsebagai unsur esensial bagi
tujuan-tujuan hukum.

Secara etimologignaqgashid al-syari’ahberarti maksud-maksud atau tujuan-
tujuan disyariatkan hukum Islam. Karena itu, yangnjadi bahasan utama dalam
magashid al-syari’ahadalah masalahikmah dan ‘illah ditetapkannya suatu hukum
(Fathurrahman Djamil, 1997: 123). Kajianagashid al-syari'ahmerupakan kajian
yang penting dan menarik dalam bidang ushul fikbalam perkembangan
selanjutnya, kajian ini merupakan kajian utama maliésafat hukum Islam, sehingga
pada akhirnya istilamaqgashid al-syari’ahdentik dengan filsafat hukum Islam.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dakhdrat, berdasarkan

penelitian para ahli ushul fikih, ada lima unsuik@o yang harus dipelihara dan



diwujudkan. Kelima unsur pokok itu adalah agamaajiakal, keturunan, dan harta.
Seorang yang memelihara lima hal tersebut akan meigh kemaslahatan, sedang
yang tidak dapat memeliharanya akan mendapatkas&ean.

Prinsip itulah yang dikembangkan oleh al-Syathildlach bukunyaal-
Muwafaqat fi Ushul al-AhkanDalam buku ini al-Syathibi memerinci dengan pagjan
lebar doktrinmaqgashid al-syari’alyang didasarkan padd-kulliyyat al-khamglima
kebutuhan pokok) seperti di atas. Lima kebutuhd&wokani masih dibagi menjadi tiga
peringkat, yaitudlaruriyyat (kebutuhan primer)hajjiyyat (kebutuhan sekunder), dan
tahsiniyyat(kebutuhan tertier).

Kebutuhan primer adalah sesuatu yang harus ad& ketoaslahatan manusia.
Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi kehidupan manwstan menjadi kacau balau,
kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan ukhidek bakal dapat diraih.
Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang sadigatuhkan manusia bukan
untuk memelihara salah satu dari kebutuhan pokokgyéma, tetapi untuk
menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan kekhawatiran dalam menjaga
kelima kebutuhan pokok (Muhammad Abu Zahrah, 195Rt). Kebutuhan tertier
merupakan kebutuhan pelengkap bagi manusia dalamumamg pemenuhan
kebutuhan primer dan sekunder. Tujuannya bukankuntewujudkan eksistensi
kebutuhan yang lima atau menghindari kesulitanndatl@emelihara kebutuhan yang
lima, akan tetapi untuk menghilangkan ketakutamjaga kemuliaan dan memelihara
kebutuhan yang lima (Muhammad Abu Zahrah, 1958:).3P2menuhan terhadap
kebutuhan tertier ini tidak berimplikasi adanya imkwajib pada yang diperintah dan
hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yaftakbbgrada dua tingkat lainnya

(dlaruriyyat dan hajjiyyat). Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan tertier



(tahsiniyya) ini menimbulkan hukum sunnah dan pengabaian kélaut ini

menimbulkan hukum makruh.

Kaum Minoritasdi Negara lslam

Masyarakat Islam adalah masyarakat yang bertumgda pgidah Islam dan
ideologi yang khas yang merupakan sumber peratdeanhukum serta etika dan
akhlaknya. Masyarakat Islam menjadikan Islam sablegasep hidupnya, konstitusi
pemerintahannya, sumber hukumnya, dan penentu y@atalam semua urusan
kehidupan dan hubungan-hubungannya secara indivithn komunal, material dan
spiritual, serta nasional dan internasional. Haltidak berarti bahwa masyarakat
Islam memvonis mati segala unsur lain di dalamrgrgykebetulan memeluk agama
selain Islam (Qardhawi, 1994: 15).

Hubungan antara sesama warga negara, yang Mustinyadey non-Muslim,
sepenuhnya ditegakkan atas asas-asas toleranslilakeakebajikan, dan kasih
sayang. Namun, sampai sekarang asas-asas ini oaifm dambaan dan harapan
semua masyarakat modern untuk mewujudkannya. Dgatenhiruk pikuk
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serealpban manusia, asas-asas ini
terus diupayakan, demi menjaga keseimbangan dakimddpan umat manusia.
Kenyataannya, berbagai konflik masih terus ter@idberbagai daerah dan negara
yang menggambarkan betapa toleransi dan masaldiateenerupakan dua hal yang
banyak memunculkan problematika.

Setiap Muslim dituntut agar memperlakukan semuausiardengan kebajikan
dan keadilan, walaupun mereka itu tidak mengakansaglslam, selama mereka tidak
menghalangi penyebarannya, tidak memerangi pargepamya, dan tidak menindas
para pemeluknya. Ketentuan ini berlaku di negdearigDarul Islam) maupun di luar

negara Islam. Khusus di negara Islam, para pengagama selain Islam (non-



Muslim) biasa disebut dengakhludz DzimmahKata dzimmahberarti perjanjian,
jaminan, dan keamanan. Mereka dinamakan demikiaenkamereka memiliki
jaminan perjanjian Allah dan Rasul-Nya serta serkaam Muslim untuk hidup
dengan aman dan tenteram di bawah perlindungam Islan dalam lingkungan
masyarakat Islam. Dengan demikian, negara Islambuagkan kepada orang-orang
non-Muslim suatu hak yang di masa sekarang minmade apa yang disebut sebagai
kewarganegaraan politik (hak politik) yang dibenkaleh negara kepada rakyatnya.
Dengan ini pula kaum non-Muslim memperoleh dank#&ripada hak-hak dan
kewajiban-kewajiban semua warga negara (Qardh&8i4:119).

Akad dzimmah berlaku untuk selamanya dan mengandung ketentuan
membiarkan orang-orang non-Muslim tetap dalam agareseka di samping hak
menikmati perlindungan dan perhatian jama’ah kauuoslivh, dengan syarat mereka
membayayizyah serta berpegang pada hukum Islam dalam hal-hgl garhubungan
langsung dengan masalah-masalah agama. Dengareiekanmenjadi bagian dari

Darul Islam.

Perlindungan Hukum Islam terhadap Kaum Minoritas

Adanya akadizimmahmenumbuhkan hak-hak yang bersama-sama berlaku di
antara kedua belah pihak, yakni kaum Muslim dannmkawon-Muslim Ahludz
Dzimmal, di samping kewajiban-kewajiban mereka. Hak ydipgroleh oleh kaum
non-Muslim (kaum minoritas), seperti yang juga digbeh kaum Muslim, adalah
perlindungan dan jaminan dalam berbagai hal. Daranperlindungan yang diberikan
kepada mereka adalah sebagai berikut:
1. Perlindungan terhadap pelanggaran dari luarrnege

Sudah merupakan kewajiban seorang imam atau pemglaasnegara Islam

untuk melakukan penyelenggaraan perlindungan seépedengan kekuasaan yang



diberikan kepadanya oleh syariah (hukum Islamadezkuasaan militer yang berada
di bawah wewenangnya. Seorang imam wajib menjagal&matan kaum minoritas
dan mencegah siapa saja yang mengganggu merelepasiehn mereka dari tindakan
penawanan dan menolak kejahatan siapa saja yanganadn kepada mereka
(Qardhawi, 1994: 22).

Imam Qarrafi (dalam Qardhawi, 1994: 23) mengatalkgabila orang-orang
kafir datang ke negeri Islam karena hendak menggamgang-orang yang berada
dalam perlindungan akadzimmah,maka wajib bagi umat Islam menghadang dan
memerangi mereka dengan segala kekuatan dan sdighkan umat Islam harus siap
mati untuk itu demi menjaga keselamatan orang ymargda dalantzimmahAllah
Swt. dandzimmahRasulullah Saw. Menyerahkan kepada mereka tanpgaupzya

tersebut dianggap menyia-nyiakan akaadnmah.

2. Perlindungan terhadap kezaliman di dalam negeri

Perlindungan terhadap kezaliman yang berasal déaimdnegeri adalah suatu
yang diwajibkan oleh Islam, bahkan sangat diwajibkalam memperingatkan kaum
Muslimin agar jangan sekali-kali mengganggu danamggar hakAhludz Dzimmah,
baik dengan tindakan ataupun ucapan. Allah tidakymieai orang-orang zalim dan
tidak pula memberi mereka petunjuk. SebaliknyaAB&an menyegerakan azab atas
mereka atau menangguhkan hukuman atas mereka iditatngan berlipat ganda
(Qardhawi, 1994: 25).

Dalam perjanjian Nabi Muhammad Saw. dengan pendudakan (yang
beragama Nasrani) disebutkan antara lain: “Tidagerlienankan menghukum
seseorang dari mereka karena kesalahan seorangdditumar bin Khaththab sering
menanyai orang-orang yang datang dari daerah-daemalang keadaam\hludz

Dzimmahkarena khawatir ada di antara kaum Muslimin yarenimbulkan suatu



gangguan terhadap mereka. Flaggha’ (ahli-ahli hukum Islam) dari seluruh mazhab
menegaskan bahwa kaum Muslimin wajib mencegah ikezal apa pun yang
menimpaAhludz DzimmahBahkan sebagian dafugaha’ itu menegaskan bahwa
kezaliman terhadaAhludz Dzimmah lebih besar dosanya daripada kezaliman

terhadap sesama Muslim (Qardhawi, 1994: 27).

3. Perlindungan nyawa, badan, harta, dan kehormatan

Hak perlindungan yang ditetapkan baghludz Dzimmahmencakup
perlindungan keselamatan darah (nyawa) dan badaskeneebagaimana mencakup
pula harta dan kehormatan mereka. Darah dan nyaeveken sepenuhnya dijamin
keselamatannya dengan kesepakatan kaum Muslim. iMtepandapat para ulama,
membunuh mereka haram hukumnya. Nabi Saw. bersdbaiang siapa membunuh
seorangmu’ahad(yakni yang terikat perjanjian keselamatan denganrk Muslim)
tidak akan mencium bau harum surga, sedangkan hayardapat tercium dari jarak
perjalanan empat puluh tahyfR. Ahmad dan al-Bukhari). Dari hadits ini, selzami
ulama berpendapat bahwa seorang Muslim yang merhtaearangdhludz Dzimmah
dapat dihukum mati dan sebagian yang lain tidalatddinukum mati. Hal seperti ini
juga terjadi pada masa sahabat (Qaedhawi, 19930p8-

Dalam hal perlindungan harta benda, para ulama damua mazhab
bersepakat untuk melindungi harta benda kaum mawrnon-Muslim Ahludz
Dzimmabh. Terkait dengan hal ini Umar bin Khaththab begpeskepada Abu
Ubaidah: “Cegahlah kaum Muslim dari bertindak zmalierhadap mereka (yakni
Ahludz Dzimma}) mengganggu ataupun memakan harta mereka kelarajan cara-
cara yang menghalalkannya.” (Qardhawi, 1994. 38p& pun yang mencuri harta
milik seorang Dzimmi akan dipotong tangannya, sigpag merampasnya akan

dihukum dan harta itu pun akan dikembalikan kepeahailiknya.



Perlindungan yang sama yang diberikan kep&ldladz Dzimmaluga terjadi
dalam hal kehormatan. Islam juga memberikan parhgdn kepadahludz Dzimmah
sama seperti yang diberikan kepada kaum MuslimpaS@un tidak boleh mencaci
seorang Dzimmi ataupun menujukan tuduhan palswadegmya, menjelekkannya
dengan suatu kebohongan, memperguncingkannya desugdim ucapan yang tidak
disukainya (Qardhawi, 19914: 37).

Itulah beberapa yang diberikan oleh Islam kepadakaninoritas non-Muslim
yang berada dalam naungan kekuasaan Islam. Adaponngn-jaminan yang
diberikan kepada mereka di antaranya seperti beriku
1. Jaminan hari tua dan kemiskinan

Islam memberikan jaminan kehidupan yang layak b@ging-orang non-
Muslim yang berdiam di daerah kekuasaan kaum Mus#irta keluarga yang menjadi
tanggungan mereka. Bagi mereka yang sudah beussi@an sudah tidak lagi mampu
bekerja atau sakit sehingga tidak lagi dapat mammukebutuhan hidup mereka,
maka mereka dibebaskan dari kewajibpryah dan bahkan mereka berserta
keluarganya kemudian menjadi tanggundgaitul Mal (kas negara). Demikianlah
yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dalam mergarkan kaum minoritas
(Qardhawi, 1994: 39). Jadi, parshludz Dzimmalhyang benar-benar jatuh dalam
kemiskinan harus mendapat perhatian khusus daguaesa Islam untuk diberikan
santunan atau bantuan untuk kehidupan mereka. Danganaka berlangusunglah
jaminan sosial dalam Islam sebagai suatu konsepmumpang meliputi seluruh

anggota masyarakat, Muslim atau non-Muslim.

2. Jaminan atas kebebasan beragama
Kebebasan beragama dan beribadah dijamin dalamn,ldlaik bagi kaum

Muslim maupun non-Muslim. Tidak diperbolehkan meledn tekanan dan ancaman



agar mereka memeluk agama Islam (QS. al-Baqgaral2%B) dan QS. Yunus (10):
99). Dalam sejarah tidak pernah dikenal suatu lmargaslim memaksaihludz
Dzimmah (non-Muslim) untuk memeluk Islam. Begitu juga Islaelah menjaga
dengan baik rumah-rumah ibadah milik kaum non-Muagserta menghargai kesucian
upacara-upacara ritual mereka (Qardhawi, 1994: H&)gga sekarang pun tidak
dijumpai negara-negara Islam yang memaksakan kepadduduknya yang non-
Muslim memeluk Islam. Yang terjadi justeru sebafiknbanyak kaum Muslim di
negara-negara yang mayoritas penduduknya non-Musiemdapat tekanan dan
ketidakadilan, sehingga kaum Muslim tidak dapat jalankan agamanya dengan
leluasa.

Kebebasan beragama dijamin oleh Islam sejak zanadén Muhammad Saw.
Nabi tidak pernah memaksa rakyat Madinah yang tidameluk Islam untuk
mengubah agamanya. Nabi Saw. hanyalah mendakwétikankepada mereka. Soal
konversi ke agama Islam tergantung kepada kesadameka. Hal ini berbeda
dengan yang terjadi di Bizantium. Negara ini meraka agama tertentu kepada
seluruh rakyat yang berada di bawah pemerintahariRghlyat tidak memiliki hak
kebebasan untuk menganut suatu agama. Karena, itdalyak rakyat yang tidak

merasa senang dengan penguasa Bizantium (Harutidig<si985: 60).

3. Jaminan atas kebebasan bekerja dan berusaha

Kaum minoritas non-Muslim memiliki kebebasan unbgkerja dan berusaha,
memilih pekerjaan-pekerjaan bebas yang mereka kagindan mengelola berbagai
macam kegiatan ekonomi sama seperti kebebasandyamiliki oleh kaum Muslim.
Selain hal ini, mereka juga dapat menikmati kebabgsenuh dalam perdagangan,
industri, dan keterampilan (Qardhawi, 1994: 51)labakenyataannya sekarang di

negara-negara Islam sektor ekonomi banyak yangad#diwleh kaum non-Muslim,



sehingga dalam masalah ini mereka menjadi pengagdalHal ini terjadi juga
karena adanya dukungan dari negara-negara maju kaetgekonominya, seperti

Amerika Serikan dan negara-negara Eropa Barat.

4. Jaminan jabatan dalam pemerintahan

Ahludz Dzimmaluga memiliki hak untuk menduduki jabatan-jabatatach
pemerintahan seperti halnya kaum Muslim, kecuatajan-jabatan keagamaan,
seperti imam, pemimpin tertinggi negara, panglireatdara, hakim untuk kaum
Muslim, penanggung jawab urusan zakat dan sedelehyang sejenisnya. Jabatan-
jabatan seperti ini sangat terkait dengan aganaanlslan ajaran-ajaran yang ada di
dalamnya yang harus benar-benar dijaga dan dipalideh kaum Muslim
(Qardhawi, 1994: 53). Tugas-tugas di luar bidanggkenaan itu boleh diserahkan
kepadaAhludz Dzimmalbila mereka memiliki persyaratan khusus, sepedakapan,
kejujuran, dan kesetiaan kepada negara. Hal iniumjgkkan betapa tingginya
toleransi Islam terhadap penganut agama lain. Natoleransi ini tidak sampai
melewati batas yang dapat membahayakan aqgidah kéwstim serta kelangsungan
dan kejayaan pemerintahan Islam.

Perlu ditegaskan di sini, bahwa adanya perlindurgdgm jaminan terhadap
kaum non-Muslim seperti di atas bukan merupakanbeeian gratis dari Islam. Islam
memberikan hak-hak semacam itu sebagai imbangarkelaajiban-kewajiban yang
mereka lakukan. Artinya perlindungan dan jaminanaitan diberikan kepada kaum
non-Muslim jika mereka benar-benar melaksanakaralkban-kewajibannya sebagai
warga negara. Jika kewajiban-kewajiban itu tidakeka penuhi, maka perlindungan
dan jaminan itu juga tidak bisa mereka peroleh. &dan-kewajiban yang harus
dipenuhi kaum MuslimAhludz Dzimmah adalah: 1) kewajiban keuangan seperti

membayarjizyah, kharaj, dan pajak perdagangan, 2) mengikat diri dengdurhu



hukum konstitusi Islam dalam muamalah, transaksidaksi di sektor sipil dan
sebagainya, dan 3) menghormati syi'ar-syi'ar Isksra menjaga perasaan-perasaan

kaum Muslim (Qardhawi, 1994: 71).

Penutup

Dari pembahasan tentang jaminan dan perlindungawgy yhberikan Islam
kepada kaum minoritas non-Muslim, dapat ditegskambali bahwa Islam benar-
benar agamaahmatan li'alamin,agama yang benar-benar memberikan rahmat bagi
semua umat manusia di muka bumi ini yang tidakatad pada umat Islam saja
Hukum Islam, yang merupakan bagian dari Islam, nasmabmisi utama untuk
terciptanya kemaslahatan manusia tersebut. Katelad imaka keberadaan umat lain
di negara-negara Islam tetap akan mendapatkan dialkh secara luas sebagaimana
umat Islam, selama kewajiban-kewajiban yang dilaerikepada mereka dapat
dipenuhi secara baik.

Berbagai kejadian yang menimpa umat Islam di negagara non-Islam
sekarang membuktikan bahwa kerahmatan Islam itk taimiliki oleh agama lain.
Kaum non-Muslim dengan leluasa menekan dan mengodsi umat Islam yang
menjadi kaum minoritas di negara mereka. Kekuasienm sekarang yang jauh di
bawah kekuatan umat lain tidak dapat memberikaanek yang berarti kepada
negara-negara tersebut untul lebih memperlakukamKeuslim secara adil. Hal ini
jauh berbeda dengan yang menimpa kaum minoritasviusiim di negara-negara
Islam. Mereka ini dengan leluasa dapat melakukaruaeaktivitas mereka, baik yang
terkait dengan kehidupan keagamaan mereka maupuntgekait dengan kehidupan

keduniaan mereka.
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